BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR  ¢g TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 10 TAHUN
ARATUR SIPIL

2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI AP:

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pPasal . 58 ayat (1)
or 12 Tahun 2019 tentang

Peraturan Pemerintah Nom
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah .dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 000-4700 Tahun 2020
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan pemberian tambahan
penghasilan bagi ASN dan pengaturan tentang jadwal
absensi, maka perlu dilakukan perubahan aturan
mengenai tambahan penghasilan  bagi ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 10
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

—
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
v/ |Bacian | \é}
HUKU !

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
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18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menterl
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Pt.anghasﬂan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 10
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor
10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawal
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemermtah
Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, diantara ayat (3) dan.ayat
(4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Besaran TPP yang diterima setiap orang dalam satu
bulan adalah total besaran TPP yang tercantum
pada Aplikasi Sitampan (Sistem  Informasi
Tambahan Penghasilan).

(2) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan
dan Iuran BPJS sebesar 1 % (satu persen) dari
penerima TPP dan 4 % (empat persen) dari pemberi
kerja sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikurangi dengan pengurangan TPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila
ketentuan Pasal 10 berlaku bagi Pegawai dimaksud.

(3a) Pembayaran TPP dilakukan dengan persyaratan
setiap OPD wajib menyampaikan rekomendasi
laporan, dokumen, dan data sesuai dengan batas
waktu yang telah ditetapkan. Pembayaran TPP
ditunda bagi;

a. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan
laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara,

b. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan
laporan harta kekayaan ASN;
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C. ASN yang tidak patuh dalam pelaporan
gratifikasi;
d.

ASN yang menguasai atau memanfaatkan barang
milik daerah secara tidak sah; dan/atau

e. ASN yang tidak menindaklanjuti Pelaksanaan
Tuntutan Ganti Rugi.

(4) Tata Cara dan Syarat Pembayaran TPP ditetapkan
melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal Il

Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dinyatakan

tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Peraturan
Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal29 Desember 2023

4{ BUPATI LEBONG,%

k{ KOPLI ANSORI
Diundangkan di Tubei

pada tanggal29 Desember 2023

SEKRKETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR66
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